
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita e ara Tahun 
1950) sebagaimana elah diubah dengan Un ang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pem en uk n Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 
Und ng-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pe entu Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Pr pinsi Dj wa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara epublik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

ten tang 
dalam 

Undang-U dang omor 14 Tahun 1950 
Pem ntukan Daerah-Daerah Kabu aten 

1. Menging t 

a. bahwa dalam rangka membangun generasi yang berjiwa 
Pancasila, berakhlak mulia dilandasi kejujuran, e iliki 
pemahaman mengenai nilai-nilai antikorupsi serta mampu 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, di er ukan 
penguatan pendidikan karakter dan budaya antikor psi; 

b. bahwa pendidikan karakter dan budaya anti orupsi 
sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental 
dapat diterapkan secara terintegrasi dan 
be esinambungan me alui lang ah-langkah inisiatif, 
pengi ertaan, dan pen iapan jejari g pa a satuan 

endidikan; 
bah ab da arkan p rtimbangan bagai dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b erlu men tapkan Peraturan 
Bupa · tentang mplementasi endidikan Karakter dan 
Buda a Antikorupsi pada Sat an Pendidikan: 

Meni ban 

BUPATI TASIKMALAYA 
PROVINS! JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 41 TAHUN 2020 

TENT ANG 

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI 
PADA SATUAN PENDIDIKAN 

DE G N RAHM T TUHAN YANG MAH ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4150); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembe an Pera ran Peru ang-Undangan (Lembaran 

egara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Repub ik ndonesia Nomor 
5234) sebagaimana elah diubah dengan Un ang-Undang 
Nomor 15 Tah 2019 tentang Perubahan Atas Un ang- 

ndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem en kan 
Peraturan Perundang-U ndangan (Lembaran egara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Ta bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia omor 6398); 

5. Undang-Undan Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembara Negara epublik 

un 2 4 o o 244, Tam a an Lembaran 
ara No or 58 7), se agaimana te ah d · b e berapa 

ali, e akhir en an Undang-Un ang o or Tahun 
2015 tentang erubahan Kedua Atas Undang-Undang 

omor 23 Tahun 2014 ten.tang Pemerintahan Daerah 
(Le bar Negara Repub ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tam ahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Norn r 5679); 

6. Pera uran Pemerintah Nomor 19 Tahun 200 tentang 
S an ar asion Pend· ikan (Le baran egara Repu blik 
Indone ia ah n 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

egara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana 
diubah beber pa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 t ntang Perubahan 
Ked a Atas Peraturan Pemerin ah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang andar Nasional Pe didikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tab n 2015 Nomor 45, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
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PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG IMPLEMENTASI 
PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI PADA 
SATUAN PENDIDIKAN. 

MEMUTUSKAN : 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5157); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 
2017 ten tang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Norn r 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Keb dayaan Nomor 23 
ahun 2015 te tang Penumbuhan Budi Pekerti Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072); 
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaa Nomor 20 

Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada 
Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik 
Indone ia Tahu 2015 Nomor 782); 

1 . Peraturan Dae h abu aten Tasikmalaya omor 1 Tahun 
2016 tent ng Tata Cara Pem entukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupat n Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

14. Peraturan Daer h abupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan ang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Ka bu paten 
Tasikmalaya (Lembaran Daerah abupaten Tasikmalaya 
Tahun 2016 Nomor 3); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pen elenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Tahun 2016 Nomor 9); 
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Menetapkan 



menyele pe an da ialur o a, nonforma, dan informal 
pa dan jenis pen idika . 

8. Satuan Pen · ik n Form 1 alah elompok layanan pendidikan yang 
me yelenggarakan pendidikan formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri 
ata atuan pendidi an dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh 
pemerintah pusat, pemerintah daerah, da masyarakat. 

9. Sek ah Dasar y ng selanjutnya dising at SD adalah salah satu bentuk 
satu pendidi a fo al ang me yelenggarakan p ndidikan umum pada 
jenjang pendidik n dasar. 

10. Sekolah Menengah Pertama ang selanjutnya disingkat SMP adalah salah 
satu bentuk satuan pendi ikan formal yang menyelenggarakan pendidikan 
umum pada [enj ng pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD. 

11. Jenjang pendidikan a alah ahapan pendidikan yang di etapkan berdasarkan 
tingkat perkembang peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan 
kemampuan yang dikembangkan. 

12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,isi 
dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

13. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan 
pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan 
keunikan lokal. 

pendidikan yang adalah kelomp k laya 7. Sa an 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Tasikrnalaya. 
2. Daerah adalah Daerah Kabu paten Tasikmalaya. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Perangkat Dae ah a a ah unsur pembantu Bupati dan ewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenanga Daerah. 

5. Pendidi an adalah usaha sadar dan terencana untuk mewuju kan uasana 
elajar dan proses pembelajaran agar peserta didik se a aktif 

gembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan s iritual 
a maan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak uli serta 

kete mpi an yang diperlukan dirinya, masyaraka, bangsa dan Negar . 
6. Pe di ikan Karakter dan Buda Antikorupsi adalah kom te si yang 

m cakup a ek pengetahuan, keterampilan, dan sikap ang menunjukkan 
pe · ak iko am 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 
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Pa al2 

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam rangka 
Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan 
Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, 
dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, 
dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi 
dalam menyelenggarakan pendidikan. 

15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 
diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 

16. Kepala Satuan Pendidikan adalah Tenaga Pendidik yang diberi tugas untuk 
memimpin dan mengelola satuan pendidikan. 

1 7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, 
dan jenis pen idikan tertentu. 

18. Komite eko ah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali 
peserta didik, komuni as s ko ah, serta to oh masyarakat ang peduli 
P ndi ikan. 

19. embelajaran adalah proses int raksi Peserta Didik dengan Pen id' dan 
su her belajar pada suatu ingkungan belajar. 

20. I se i adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran yang 
dilakukan melalui 3 (tiga) langkah yaitu inisiatif pendidik dalam m rancang 
kegiatan yang akan dilakukan, pengikutsertaan peserta didik dalam egiatan 
bel j yan melibatk n semua i dera serta penyiapan dan perluasan 
jejaring ke luar kelas, ingkungan se olah dan keluarga. 

21. Intraku ikuler adalah egiatan pem elaja an untuk emenuhan beban 
belajar dalam ku · culum se uai dengan ketentuan peratu an perundang­ 
un angan. 

22. Kok · uler adalah kegiatan yang di aksanakan untuk penguatan, 
pendalaman, dan/atau pengayaan k giatan Intra urikuler. 

23. Eks akurikuler adalah kegiatan pengembang n karakt r dalam rangka 
perlua an otensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan 
kem irian peserta di ik ecara optimal. 

24. Pengawa Sekolah a alah Pegawai Negeri ipil (PNS) yang diberi tugas, 
tanggung jawab at wewenang ecara penuh oleh pejabat yang berwenang 
untuk elaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan 
pendidikan. 
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Pasal 5 

di ikan Karakter dan Budaya Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam 
14 di aksana an engan menera kan nilai-nilai berikut: 
ej JU an; 

ta ggung jaw b; 
eseder anaan; 

kepedulian; 
ke andirian; 

isiplin; 
keadilan; 
kerja keras; dan 
keberanian. 

(2) Irnplernentasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi sebagairnana 
dirnaksud pada ayat (1) dilakukan engan pendekatan sebagai berikut: 
a. mengintegrasikan nilai-nilai ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 

proses pernbelajaran secara ternatik atau terintegrasi dalarn rnata 
pelajaran sesuai dengan isi kurikulurn; 

b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/ 
pernbimbingan sesuai karakter Peserta Didik; 

c. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan 
karakteristik daerah, satuan pendidik dan peserta didik; 

d. pembiasaan nilai-nilai dalam kegiatan sehari-hari dan memberikan 
keteladanan antar warga pada Satuan Pendidikan; 

e. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi pada Satuan 
Pendidikan; dan 

(1) Pe 
Pa 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
1. 

(1) Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi dilaksanakan pada jenjang 
pen idikan SD dan SMP. 

(2) en idikan Karakter dan Budaya A tikorupsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1} dis suaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan Peser a Didik 
s uai jenjang pendidikannya. 

BAB III 
IMPLEME TASI PE DIDIKA KARAKTER DAN BUDAYA A TIKORUPSI 

Pa al 4 

Peraturan Bupati ini bertujuan: 
a. mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter antikorupsi; 
b. rnelatih Peserta Didik untuk rnernbiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli 

dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai 
kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran pada Satuan 
Pendidikan; dan 

c. menjadikan Satuan Pendidikan sebagai tempat pembentukan sikap dan 
perilaku positif bagi Peserta Didik. 

Pasal 3 
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(1) Dalam p laksanaan imp mentasi Pendidikan Karakter dan Budaya 
Antikorupsi iperlukan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memililiki 
kempotensi dan wawa an mengenai antikorupsi. 

(2) Pengembangan kompe e si Pendidik dan Tenag Kependidikan dilaksanakan 
oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan kebudayaan. 

(3) Dalam hal pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi 
pendidikan dan kebudayaan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, 
instansi, lembaga atau organisasi terkait lainnya. 

Pasal 7 

b. e str kurikule . 

iasaan pada Satuan 
(3) (2) ayat pada 

masyarakat. 
Perilak antikorupsi sebagaima a i aksud 
diimpleme asika melalu · urik lum dan e 
Pen idikan. 

(4) Selain dilaksanakan dalam kegiatan intrak riku er melalui insersi pada mata 
pelajaran Pe didikan Pa asila dan Ke arganegaraan (PPKn) dan mata 
pelajaran lainnya sebag imana dimaksud pada ayat ( 1), Pendidikan Karakter 
dan B daya An ikorup i dapat dikembangkan m lalui kegiatan: 
a. ko ler; dan 

tikorupsi di lingkungan keluarga dan g. m ngem a gkan perilaku 

Pasal 6 

(1) Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara efektif dalam kegiatan 
intrakurikuler melalui insersi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan (PPKn) dan mata pelajaran lainnya, sehingga tidak 
menambah mata pelajaran baru. 

(2) Insersi Pendidi r er an B daya Anti o psi bagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah dengan mengenalkan perilaku antikorupsi, antara lain: 
a. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari; 
b. menanamkan nilai kejujuran, disiplin, bertanggung jawab, dan eadilan; 
c. tidak menerima apapun selain haknya; 

enghormati dan menghargai hak orang lain; 
e. ampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 
f. menumbuhkan sikap bangga berperilaku antikorupsi; dan 

f. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama 
pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat 
yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong; 
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Pasal 11 

Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan 
Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BAB VII 
PENDANAAN 

BAB VI 
PEMA TAUAN, EVALUASI DAN PELAPORA 

Pasal 10 

(1) Pera gkat Daerah yang membid ngi Pendidikan dan Kebudayaan melakukan 
pemantauan dan eval asi terhadap Imp ementasi Pendidikan Karakter dan 
Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan secara berkala pa ing sedikit 1 
(satu) kali dalam 1 ( atu) tahun. 

(2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh im pemanta an dan evaluasi. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

Pasal 9 

(1) Pembinaan Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi 
dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi 
pendi ikan dan kebudayaan. 

(2) Pengawasan mplementasi Pendidi an Karakter dan Budaya Antikorupsi 
dilaksa a an o pala Pe angkat Daerah ang memb · angi p ndidikan 
dan k bud a elalui Penga as Se ol h. 

(3) Ha il pembi aan dan pengawasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dis mpaikan o eh K pala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan 
dan kebudayaan kepada Bupati. 

BABV 
PEMBINAAN DAN PENG AW ASAN 

BAB IV 
PUB LI KASI 

Pasal 8 

( 1) Kepala Satuan Pendidikan wajib melakukan pu blikasi terhadap kepatuhan 
implementasi nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi. 

(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada orang 
tua/wali Peserta Didik clan Komite Sekolah. 

(3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan 2 
(dua) cara, yaitu: 
a. sosialisasi secara langsung; dan 
b. pemasangan spanduk di lingkungan Satuan Pendidikan. 
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AD ZEN 
RAH KABUP TEN TASIKMALAYA TAHUN 20:20 NOMOR 41 

Diun angk di Singaparna 
pada tangg 1 26 Mei 2020 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 26 JI ei 2020 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 
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